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Abstrak: UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional, namun pemerintah lebih banyak memberi
kontribusi dan perhatian penuh kepada usaha besar. Sehingga hal tersebut dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap
UMKM. Analisis ini berfokus pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna
Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan. Metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini
bersifat deskriptif analitis, di mana pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi isu-isu
perlindungan hukum yang relevan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi UMKM dalam konteks
regulasi perdagangan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi perdagangan yang lebih fleksibel dan
adaptatif terhadap kebutuhan UMKM.
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Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang
memiliki persentase serta kontribusi yang besar di Indonesia. Dengan kontribusi yang luar
biasa dalam berbagai aspek, UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian

negara, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi masyarakat luas.
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Sebagai penggerak utama ekonomi nasional UMKM menyumbang sekitar 99% dari
total unit usaha yang ada di Indonesia. Pada hal ini UMKM memainkan peran penting
dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja
dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap
penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki peran signifikan yang besar dalam perekonomian Indonesia, UMKM
juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan. Hambatan terbesar bagi pelaku UMKM
adalah kompleksitas perizinan, karena banyaknya regulasi dan persyaratan yang harus
dipenuhi, sering kali memakan waktu dan sumber daya yang berharga. Selain
kompleksitas, biaya perizinan juga menjadi beban signifikan bagi UMKM.

Tantangan lainnya, Keuangan menjadi aspek vital dalam kelangsungan bisnis
UMKM. Seringkali UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memengaruhi
pengelolaan keuangan mereka. Kewajiban perpajakan juga menjadi beban tersendiri,
karena banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami sistem perpajakan dan

melaksanakan administrasi pajak yang efektif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis perlindungan hukum bagi UMKM
terkait pembebasan hak guna masyarakat dan pembebasan regulasi perdagangan adalah
metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di
mana pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
mengidentifikasi isu-isu perlindungan hukum yang relevan dan memberikan rekomendasi

kebijakan yang lebih efektif bagi UMKM dalam konteks regulasi perdagangan yang ada.

Hasil dan Pembahasan
A.Masalah-Masalah yang Dipicu oleh Regulasi Perdagangan
UMKM menghadapi banyak tantangan dalam regulasi perdagangan yang dapat
dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Regulasi perdagangan di Indonesia telah
menyebabkan beberapa masalah yang kompleks dan berpengaruh besar pada ekonomi
dan industri lokal. Berikut beberapa masalah yang dipicu oleh regulasi perdagangan:
1. Kompleksitas Administrasi
Biaya Tinggi dan Lama Prosedur mengakibatkan regulasi perdagangan yang rumit
dan birokratis dapat memperlambat proses izin usaha dan impor, sehingga
meningkatkan biaya operasional UMKM. Beberapa jenis izin usaha masih
memerlukan persetujuan dari berbagai instansi, seperti walikota, bupati, gubernur,

kementerian pertanian, kementerian perdagangan sebab lapisan izin yang berlapis.

https://journal. pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 1, 2023 30f7

2. Hubungan dengan Perusahaan Besar
Beberapa UMKM bergantung pada perusahaan besar untuk suplai material,
distributor produk, dan lain-lain. Namun jika perusahaan besar mengalami kesulitan,
maka UMKM juga kena akan terkena dampaknya. Contohnya jika perusahaan besar
menghadapi krisis ekonomi sering kali melakukan pemangkasan biaya, yang
mengakibatkan penurunan pesanan dari pemasok dan berdampak negatif bagi
UMKM vyang bergantung pada kontrak tersebut, sehingga mereka mengalami
penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan peluang kerja sama.

3. Akses Modal dan Sumber Daya Manusia
Keterbatasan Akses Modal mengakibatkan UMKM sering kali menghadapi kesulitan
untuk mendapatkan pinjam bank atau investor karena mereka tidak memiliki
kolateral yang cukup. Selain itu, akses ke sumber daya manusia yang profesional juga
terbatas.

4. Kebijakan Tidak Konsisten
Perubahan kebijakan dalam permasalahan UMKM dapat menyebabkan berbagai
dampak negatif yang signifikan. Misalnya, kebijakan yang tidak jelas terkait bantuan
atau insentif juga dapat menghambat akses UMKM terhadap sumber daya yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan. Ketidakpastian dalam regulasi perdagangan
tersebut dapat membuat UMKM enggan melakukan ekspansi atau investasi, karena
khawatir terhadap risiko yang tidak terduga seperti membuat UMKM sulit
merencanakan masa depan, sementara kurangnya perlindungan dari pelanggaran hak

cipta dan praktik bisnis tidak etis membuat mereka semakin rentan.

B. Landasan Hukum Perlindungan UMKM

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Indonesia didasarkan pada beberapa
landasan hukum yang signifikan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan regulasi penting yang
bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi UMKM di Indonesia. UU ini
dirancang untuk memberdayakan UMKM sebagai bagian integral dari ekonomi
rakyat, dan juga mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi, di mana UMKM
berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
UU ini juga melarang usaha besar untuk memiliki atau menguasai UMKM, guna
mencegah praktik monopoli yang merugikan pelaku UMKM. Terdapat ketentuan
sanksi administratif bagi usaha besar yang melanggar ketentuan yang ditetapkan

dalam undang-undang ini.
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja, biasa disebut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan
sebuah undang-undang yang sangat signifikan dalam sistem hukum Indonesia. UU
ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan investasi
domestik dan internasional, serta mengurangi kompleksitas peraturan untuk izin
usaha dan pembebasan tanah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas melakukan pembinaan dan
pendampingan bagi kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi atau
UMKM. Pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk membantu kinerja
koperasi dan UMKM, termasuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi,
penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.

4. Prinsip Perlindungan Bagi Ekonomi Lemah
Terdaftar dalam Undang-Undang Dasar 1945. UU ini memberikan proteksi kepada
golongan yang lemah, seperti UMKM, dari eksploitasi dan tekanan dari aktor ekonomi
kuat. UU ini juga memberikan bimbingan dan dukungan langsung kepada UMKM

untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya dalam berkompetisi di pasar.

C. Efektivitas Perlindungan Hukum yang Ada Untuk UMKM setelah Diberlakukannya
Undang-Undang Cipta Kerja

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan hukum bagi
UMKM mengalami beberapa perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemudahan akses dan daya saing. Salah satu poin utama adalah penyederhanaan proses
perizinan, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih cepat dan mudah
mendapatkan izin usaha.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga menyediakan insentif dan dukungan pemerintah
yang dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan adanya program-
program ini, pelaku usaha kecil diharapkan dapat lebih berinovasi dan bersaing dipasar.
Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual juga menjadi fokus, memberi
jaminan bagi UMKM untuk melindungi produk dan inovasi mereka dari praktik
plagiarisme.

Kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar juga didorong, membuka peluang
untuk akses pasar yang lebih luas dan peningkatan teknologi. Namun, ada kekhawatiran

bahwa pengurangan regulasi bisa membuat UMKM lebih rentan terhadap praktik usaha
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yang tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan

mengevaluasi implementasi undang-undang ini.

D. Rekomendasi untuk Pemerintah terkait Regulasi Perdagangan

Peranan pemerintah sangatlah strategis dalam menentukan arah dan kebijakan bagi
pemerataan pendapatan yang adil, khususnya UMKM melalui serangkaian kebijakan
publik. Untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi UMKM dan membebaskannya
dari regulasi perdagangan yang kompleks, pemerintah dapat mengimplementasikan
beberapa upaya. Upaya yang utama adalah Simplifkasi Regulasi dalam penyederhanaan
prosedur yaitu pemerintah harus menyederhanakan prosedur izin dan registrasi bisnis
untuk UMKM. Termasuk mengeliminasi dokumen yang tidak esensial dan mempercepat
proses pengajuan izin. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam
perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, setelah melihat banyak contoh-contoh pasal bermasalah dalam KUHP
yang dapat merugikan UMKM, seperti Pasal 339 dan Pasal 424, pemerintah harus
melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang ambigu dan berpotensi merugikan
UMKM simplifikasi regulasi yang dapat dilakukan adalah menghapus pasal-pasal yang
bermasalah.

Dengan banyaknya jenis bisnis UMKM upaya pemerintah selanjutnya adalah
mengklasifikasi jenis-jenis bisnis UMKM agar mereka dapat dikategorikan dengan tepat
dan diterapkan aturan yang spesifik untuk setiap kategori. Contohnya, UMKM yang
bergerak dibidang kuliner memiliki aturan yang berbeda dengan bisnis yang bergerak
dalam bidang teknologi. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitasi seperti diskon
pajak dan subsidi untuk membantu UMKM dalam menghadapi biaya operasional yang
tinggi.

Pendidikan dan pelatihan juga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
Pemerintah harus menyediakan program pelatihan yang fokus pada manajemen bisnis,
pemasaran, dan pemahaman regulasi agar pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan
cepat terhadap perubahan pasar.

Akhirnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan
regulasi perdagangan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan mendukung
pertumbuhan sektor UMKM. Peningkatan Infrastruktur juga sangat penting untuk
mendukung distribusi barang dan jasa. Dengan langkah-langah ini, diharapkan
ekosistem perdagangan yang kondusif dapat tercipta, yang pada akhirnya akan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Analisis Perlindungan Hukum Bagi UMKM:
Pembebasan Hak Guna Masyarakat Terhadap Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan
Membebaskan Regulasi Perdagangan di atas adalah bahwa masih banyak bentuk
eksploitasi terhadap UMKM akibat regulasi perdagangan yang tidak efisien yang
mengakibatkan banyak terhambatnya pengembangan usaha bagi pelaku usaha.

Disisi lain, keberadaan landasan perlindungan hukum terhadap UMKM di Indonesia
dibatasi oleh beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan harapan bagi perlindungan UMKM.

Tujuannya adalah untuk melindungi dan memperkuat usaha kecil dan menengah,
menghindari monopoli oleh perusahaan besar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
rakyat. Namun peraturan perdagangan yang ada juga menimbulkan beberapa
permasalahan, antara lain kerumitan administrasi yang menunda penerbitan izin usaha,
ketergantungan UMKM pada perusahaan besar, dan terbatasnya akses permodalan dan
sumber daya manusia.

Meskipun terdapat langkah-langkah positif dalam perlindungan hukum, masih ada
tantangan yang perlu diatasi. Dengan melakukan evaluasi berkala dan merespons umpan
balik dari pelaku UMKM, diharapkan pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih
kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Ini akan berkontribusi tidak hanya pada
keberlangsungan UMK, tetapi juga pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional
secara keseluruhan.

Saran

Pemerintah disarankan untuk melakukan simplifikasi regulasi dengan mengurangi
jumlah dokumen yang diperlukan dan mempercepat proses pengajuan izin untuk UMKM.
Hal ini mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftar secara resmi dan
berkontribusi pada perekonomian. Penghapusan pasal-pasal yang bermasalah dalam
undang-undang juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bagi UMKM.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan regulasi perdagangan harus
dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan mendukung pertumbuhan
UMKM. Serta, peningkatan infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung distribusi
barang dan jasa, sehingga UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan ekosistem perdagangan yang lebih baik dapat tercipta untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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